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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perkawinan Anak Di Bawah Umur ( Studi Komparatif Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam) .
Tulisan skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-
Undangan dan pendekatan Hukum Empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
tentang ketentuan batas usia untuk menikah dan akibat hukum anak yang menikah di bawah
umur menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian
bahwa ketentuan batas usia untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat
dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun,
dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal
ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan
mengenai Permasalahan tentang batas usia perkawinan. Persyaratan umum untuk menikah yang
sering dikenal dalam Islam adalah baligh, berakal sehat, maupun dapat membedakan mana yang
baik dan buruk sehingga dapat melakukan suatu perkawinan, maka seseorang itu dikatakan
sudah siap untuk menikah. Dan akibat hukum anak yang menikah di bawah umur menurut
Undang-Undang Perkawinan adalah sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan
bahwa :”(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undang. Dalam Kompilasi Hukum Islam akibat hukum yang ditimbulkan dari
perkawinan anak di bawah umur ialah sah berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa :”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Anak, Di Bawah Umur

Palembang, 2018
Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
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BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Menurut UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga,
menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan adanya Pasal ini
didalam bagian UUD 1945 menunjukan bahwa penegakan keadilan di Indonesia
merupakan amanat Negara yang harus dilaksanakan. Sebagai suatu Negara hukum,
Indonesia sudah melakukan pembangunan hukum sejak lama. Akan tetapi, sampai
saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan menyeluruh terhadap aturan
hukum dan perundang-undangan yang dibentuk sebagai sarana pembaharuan
masyarakat dalam menciptakan keadilan serta kepastian hukum. Akibatnya hukum

dan perundang-undangan yang dihasilkan lebih banyak berjalan tidak efektif.*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat
aturan-aturan yang tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang ini.
Disamping ketidaktegasan tentang batas usia perkawinan, problematika aturan

pencatatan perkawinan, aturan putusnya perkawinan, serta aturan hak dan kewajiban

! Sofia Hardani, ” Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut
Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Pemikran Islam, Vol. 40, No. 2 Juli-Agustus 2015, him.
126.



suami dan istri, masalah wali nikah, dan masalah lainnya. Undang-Undang ini tidak

mengatur sanksi terhadap pelanggarannya.’

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dari keduanya
terdapat perbedaan mengenai tentang batas usia perkawinan antara Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian Perbandingan menurut Kamus Besar Bahasa (KBBI) Indonesai
adalah perbedaan (selisih) kesamaan, persamaan, pedoman pertimbangan. Sedangkan
pengertian Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan
atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau
pemerintah, Undang-Undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan
hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan
sebagainnya). Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam

pengadilan).?

Menurut Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa : “Perbandingan Hukum
adalah suatu metode penelitian, suatu ilmu pengetahuan yang bermaksud untuk

membandingkan, yaitu mengungkapkan unsur persamaan dan unsur perbedaan obyek

?|bid., him. 127.
% https://kbbi.web.id/hukum.html, di akses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 20: 25 WIB.



https://kbbi.web.id/hukum.html

perbandingan yang dapat berupa sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya

pada waktu yang bersamaan”.*

Perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan,
yang dimana perkawinan sering terjadi pada anak dibawah umur. Menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan
bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.’

Menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa :
“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat
atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah”. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam

kehidupan manusia. °

* Ifan Noor Adham, Perbandingan Hukum Pertanggungan Di Indonesia, CV. Nuansa Aulia,
Bandung, 2008, him. 1.

® Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan
Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 354.

® Ibrahim Hosen, Figh Perbandingan , Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Yayasan
Thya’Ulumuddin Indonesia, Jakarta, 1971, hlm. 65.



Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam
Undang-Undang ini juga menyebutkan adanya tujuan dari perkawinan menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :
“Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam
Pasal 3 menyebutkan bahwa : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita
menimbulkan akibat lahir dan batin antara keduanya, dan juga terhadap keluarga
masing-masing serta terhadap harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik
sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki
hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yaitu melalui budaya

dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.’

Agama Islam menyatakan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup
secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan oleh Agama Islam untuk
dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan

tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1

’ Hasan Bastomi, ” Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan
Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indoneia)”, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016,
him. 354.



Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus telah matang
jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dalam perkawinan
tersebut dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan tanpa adanya perceraian dan

mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Berdasarkan dengan prinsip diatas, salah satu standar yang digunakan ialah
tentang penetapan usia perkawinan. Meskipun telah ditetapkan tentang batasan umur
namun masih sering terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan dibawah
umur. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang

digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.?

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at islam, yang tidak
terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Keabsahan suatu perkawinan
merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat -
akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan maupun yang
berkaitan dengan harta). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam Pasal

2, bahwa :

1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaanya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.

®Ibid., him. 355.



Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut
menetapkan dua garis besar hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu
perkawinan. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai
kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan
demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah
secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang
melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama islam, nikahnya baru
dikatakaan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan

sesuia dengan ketentuan Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat berpegang
teguh kepada aturan-aturan yang ada didalam Hukum Islam. Walaupun tidak secara
tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi Undang-Undang tersebut
menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan

yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan Syarat sahnya perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan
bahwa : “(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka
bagi penganut Agama Islam harus mematuhi Syarat dan Rukun perkawinan

sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam



secara jelas mengatur masalah rukun perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 14

bahwa : “untuk melangsungkan perkawinan harus ada :

a) Calon suami;
b) Calon istri;
c) Dua orang saksi dan;

d) Ijab dan Kabul.”®

Syarat sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 4
menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan”.

Perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat sekarang ini adalah
perkawinan anak di bawah umur, khususnya yang terjadi dalam media sosial baru-
baru ini yaitu kasus pernikahan dini seorang remaja putri berusia 14 tahun membuat
heboh warganet disulawesi tenggara, rabu, 10 Januari 2018. Fika alvira (14) dinikahi
seorang remaja bernama saimul (19). Bila dilihat dari segi hukum, pernikahan usia
dini dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.® Dan juga ada kasus pasangan usia dini yaitu seorang pria bernama

Awal Rahman (14) tahun dan Awalia Mara (14) tahun, pernikahan itu terjadi di

® Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pustaka Pelajar, yogyakarta, 2010, him. 10-
14,

19 http://vww.liputan6.com/tag/pernikahan-dini, diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul
10:34 WIB.



http://www.liputan6.com/tag/pernikahan-dini

Sulawesi Selatan, kamis 13 Juli 2017.*Serta kasus Syekh Puji atau Pujiono Cahyo
Widianto adalah pimpinan pondok pesantren Miftahul Jannah di Semarang, Jawa
Tengah, yang menikahi Lutfiana Ulfa pada tahun 2008 yang pada saat itu berumur 12
tahun. Serta kasus Abdul Rozak Suhdi yang berumur 17 Tahun dan Dita Valentin

berumur 15 Tahun, pernikahan tersebut didaftarkan di KUA Prabumulih.*?

Ada beberapa para ulama yang menjelaskan tentang hukum melakukan
perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan : segolongan fugoha, yakni jumhur (Mayoritas
Ulama) berpendapat bahwa : “perkawinan itu hukumnya sunnah”. Sedangkan
golongan zhahiriah berpendapat bahwa : “perkawinan itu hukumnya wajib”,
sementara itu ulama Malikiyah Mutakhirin berpendapat bahwa : “perkawinan itu
hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian orang, dan mubah
untuk segolongan lainya”. Semua pendapat para ahli diatas sudah berdasarkan pada
kepentingan kemaslahatan dan juga mempunyai alasan-alasan. Terlepas dari pendapat
para imam (Madzhab) diatas yang berbeda pendapat didalam mendefinisikan dan
menafsirkan arti perkawinan, berdasarkan Al-qur’an dan As-sunnah, islam sangat
menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan
perkawinan. Dalam surat (QS. An-Nisa’ : 3) bahwa : “Dan kawinilah orang-orang
yang sendirian (janda) diantaramu, dan hamba sahaya laki-laki dan hamba-hamba

sahayamu yang perempuan’.

1 http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/15/pernikahan-dini-pasangan-berusia-14-
tahun-hebohkan-warga-bulukumba, diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 19:26 WIB.

' Wawancara dengan Bapak M. Fathoni Hasyim, Penghulu KUA Prabumulih, Tanggal 16
April 2018.



http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/15/pernikahan-dini-pasangan-berusia-14-tahun-hebohkan-warga-bulukumba
http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/15/pernikahan-dini-pasangan-berusia-14-tahun-hebohkan-warga-bulukumba

Berdasarkan uraian diatas mengingat masih menjadi pertentangan
perbandingan batas usia perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka perlu Kiranya untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul :
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR ( STUDI KOMPARATIF MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM ).
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan permasalahan yang menjadi Kkajian

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

2. Bagaimana akibat hukum anak yang menikah dibawah umur menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujun penelitian skripsi ini adalah sebagai beriikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan batas usia menikah menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui akibat hukum anak yang menikah dibawah umur menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam.
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D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

Penulis skripsi ini berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat umum
mengenai perkawinan anak di bawah umur studi komparatif menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Yang dimana perkawinan itu menurut Pasal 2 ayat (1) bahwa : “Perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu”.

2. Secara Praktis :

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah memberikan pemahaman kepada
anak yang menikah dibawah umur ataupun pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam

masalah perkawinan dibawah umur.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
khususnya mengenai perkawinan anak di bawah umur ( studi komparatif menurut
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam ) serta hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan anak di

bawah umur. Sehingga skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.
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F. Kerangka Teori

Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-
butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi

bahan perbandingan pegangan teoritis.*®
a) Teori Perkawinan

Perkawinan menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa : “perkawinan
adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk
membentuk keluarga bahagia”. Definisi tersebut memperjelas tentang pengertian
perkawinan bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, yang
mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji
antara satu sama lain, berdasarkan prinsip suka sama suka antara para pihak.
Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan gabul yang harus diucapkan dalam
satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami istri,
jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang

dikuasakan untuk itu.*

3 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV.Mandar Maju, Bandung, 1994, him. 80.
' Santoso,” Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan
Hukum Adat”, YUDISIAVol. 7 No. 2 Desember 2016, him. 415.
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Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau
ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka
berarti keduanya saling dikaitkan Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54). Yang

artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”.*®

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa : “perkawinan ialah ikatan lahir bathin
antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyatakan
bahwa : “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah”.

b) Teori Kedewasaan

Menurut Zakiah Daradjat menyatakan bahwa : “masa remaja adalah masa
peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami
pertumbuhan yang cukup cepat disegala bidang, mereka bukan lagi anak-anak, baik
bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak”. Masa remaja merupakan masa

pancaroba/pubertas yang dimana pada masa itu seseorang akan meninggalkan tahap

1bid., him. 416.
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kehidupan anak-anak untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap kedewasaan. Masa

ini dimulai dari umur 13 tahun berakhir pada umur 21 tahun.

Sementara itu, masa remaja merupakan masa yang diharapkan tumbuh dan
berkembang menjadi generasi penerus bangsa, pelanjut dan aprisiator pembangunan
kesejahteraan bangsanya dimasa datang. Karena saat ini melihat banyaknya kasus-
kasus kriminalitas, penyalahgunaan narkotika, pernikahan usia dini dan lain
sebagainya. Masa muda remaja umumnya ialah suatu masa yang penuh dengan
semangat dan harapan, juga sebagai generasi penerus bangsa, sebab maju mundurnya
suatu bangsa tergantung pada generasi mudanya. Menurut Kartini Kartono bahwa :
“remaja adalah masa peralihan masa kanak-kanak menuju dewasa terbentang antara

usia 12-18 tahun dan bahkan ada yang membatasi hingga 21 tahun”.*°

Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Anak yang belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”.

®*Masdudi, “Akulturasi Deviasi Perilaku Sosial Remaja Dan Implikasi Bimbingannya ”,
Jurnal Edueksos, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2012, him. 63.
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c) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa : “perlindungan hukum
adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”" Sedangkan menurut Philupus M.
Hadjon berpendapat bahwa : “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat
dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya™.'®

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
rasa aman kepada saksi dan/korban, perlindungan hukum yang diberikan kepada
subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif yaitu subyek
hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan yang bersifat
represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa,
serta baik yang lisan maupun tertulis. dengan kata lain perlindungan hukum dapat
dikatakan sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang
memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,

kemanfaatan dan kedamaian.

7 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, Cetakan Ke V, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2000, him. 53.
'8 philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, PT.Bina llmu, Surabaya, 1987,
him. 1-2.



16

G. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian yuridis
normatif dan yuridis empiris, karena melihat bagaimana bekerjannya hukum
dimasyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Pendekatan yang dilakukan untuk
penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yurudis empiris yaitu
mengkombinasikan data primer (yang berupa hasil wawancara) dengan data sekunder
guna mengidentifikasikan permasalahan serta mencari dasar hukum yang berkaitan
dengan penyelesaian permasalahan tersebut yaitu penelitian yang dilakukan dengan
cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau bahan hukum

sekunder yang ada.*®
2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan
tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang
sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan
dalam penelitian hukum adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach),
dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang

bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, Pendekatan konseptual

19 Johnny Ibrahim, teori dan metode penelitian hukum normatif, Bayumedia Publishin,
Jakarta, 2005, him. 241.
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(conceptual approach) bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin
yang berkembang didalam ilmu hukum, dan Pendekatan komparatif (comparative
approach) dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan

pengadilan disuatu negara dengan peraturan hukum dinegara lain.?
3. Sumber Data
a. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, atau pendapat para hukum. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan
tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, jurnal dan

peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukan jalan

pemecahan masalah penelitian. Data sekunder itu kemudian dibagi lagi menjadi :

a) Bahan hukum primer vyaitu bahan hukum berkaitan dengan masalah
perkawinan anak dibawah umur antara lain :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam;

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke 7, Prenada Media Group, Jakarta,
2011, him. 93.



3)

4)
b) Bahan

bahan
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan

hukum primer dan dapat membantu memberi penjelasan dan

memahami bahan hukum primer, meliputi :

1)

2)
3)

4)

Buku-buku yang membahas mengenai hukum perkawinan di
Indonesia;

Buku-buku yang membahas tentang hukum perkawinan nasional;
Bahan hasil penelitian mengenai perkawinan anak di bawah umur;dan
Makalah, tesis, skripsi lainnya yang berhubungan dengan

permasalahan penelitian ini.

c) Data hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan hukum sekunder, dalam

penelitian ini bahan penelitian tersier yang menjadi acuan penulis dalam

menulis skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
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b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari
sumbernya yaitu melalui wawancara dengan pihak yang mempunyai kewenangan,
atau dari (1) orang pejabat KUA Kota Prabumulih dan (1) orang ulama Kota

Prabumulih.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Pustaka

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen yang
ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Menurut suharsimi Arikunto,
dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam
melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda tertulis.”* Hal ini
sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya
bersifat tertulis. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah buku-buku
yang ada hubungannya dengan penemuan hukum, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen, catatan harian, dan sebagainya.
b. Studi Lapangan

Studi lapangan sebagai upaya untuk memperoleh informasi atas penjelasan

dari sumber pertama yaitu koresponden. Alat pengumpulan data yang digunakan

2! Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jogjakarta, 1991, him. 131.
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dalam penilitian lapangan ini yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar

pertanyaan.
5. Analisis Data

Langkah selanjutnya data sekunder dan data primer yang diperoleh dan
dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif,?
data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan
secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam

menjawab pertanyaan tersebut diatas.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang
disusun sesuai dengan tujuan penelitian penarikan kesimpulan dilakukan secara
deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dan suatu proposal umum yang

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus.?

22 Soejono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Ul-Press, Jakarta, 1985,
him. 52.

*Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2007,
him. 10.
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